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Abstrak
 

Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial untuk tunduk pada Kode

Etik Profesi Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat

dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Namun, sebagai pejabat umum yang

bertugas melayani kepentingan umum, dapat saja terjadi notaris melakukan kesalahan dalam melaksanakan

tugas jabatannya. Salah satu contoh, notaris tersebut tidak memberikan berupa grosse, salinan, dan kutipan.

Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab notaris yang tidak memberikan salinan akta perjanjian

kredit, dan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran karena tidak memberikan

salinan akta perjanjian kredit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis

normatif. Pengaturan tentang tanggung jawab notaris berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik

Notaris, Salinan akta merupakan kewenangan, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh

notaris berdasar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab moral, profesi dan hukumnya dengan memberikan salinan akta perjanjian

kredit. Bentuk perlindungan hukum diberikankepada notaris yang telah bertindak sesuai dengan Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk

menghadiri maupun diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tergugat dan turut tergugat. Bagi notaris,

dalam memberikan pelayanan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan. Bagi majelis

hakim, agar dapat teliti dalam mempertimbangkan setiap penjatuhan putusan dan memperhatikan fakta-fakta

yang sebenarnya terjadi sebelum menjatuhkan putusan.

......The notary profession requires individual and social responsibility to comply with the Notary

Professional Code of Ethics and the Law on Notary Positions. Notaries are obliged to uphold dignity in

carrying out their positions and outside of carrying out their positions. However, as a public official in

charge of serving the public interest, a notary can make a mistake in carrying out his duties. One example,

the notary does not provide in the form of Grosse, copies, and quotations. The problem in this thesis is the

responsibilities of a notary who does not provide a copy of the credit agreement deed, and the legal

protection for a notary who commits a violation because he does not provide a copy of the credit agreement

deed. The form of research used in this research is normative juridical research. The regulation on the

responsibilities of a notary is based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30

of 2004 concerning the Position of a Notary, and the Notary Code of Ethics. Act Notary Position. Notaries

must carry out their moral, professional, and legal responsibilities by providing a copy of the credit
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agreement deed. This form of legal protection is given to a notary who has acted following the Notary

Position Act and the Notary Professional Code of Ethics, so the notary is not allowed to attend or be

examined either as a witness or as a defendant and co-defendant. For notaries, in providing services apply

the precautionary principle so that mistakes do not occur. For the panel of judges, to be careful in

considering each decision and pay attention to the facts that happened before deciding.


